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SALINAN PUTUSAN
Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.
aa ol Cpan 1 A sy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi
Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Badung,
Propinsi Bali, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada
tanggal 05 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Badung, Nomor OXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 05 September 2019

yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
tanggal 06 Pebruari 1999 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Raas
Kabupaten Sumenep dengan Kutipan Akte Nikah Nomor XXX/XX/XX/XX
tertanggal 06 Pebruari 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di Raas Kabupaten Sumenep selama 1 (satu) tahun kemudian
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pindah di jalan Merpati Gg Kutilang No 44, Lingk Tuban Griya, Kelurahan
Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sampai sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai dua anak
bernama:

o ANAK 1, perempuan, lahir di Sumenep, 12-12-1999;
¢ ANAK 2, perempuan, lahir di Badung, 23-12-2007;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak
bulan Juni 2018 yang penyebabnya antara lain:

e Tidak jujur dalam masalah keuangan;
e Tergugat jarang memberi nafkah kalaupun memberi tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 19
Pebruari 2019 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui
lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah
lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan,namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan
Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada
Ketua Pengadilan Agama Badung Cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba’in sughra Terggugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir
sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasaya, meskipun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Republik
Indonesia Stasiun Denpasar;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun
Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
XXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XX atas nama Penggugat
dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, tanggal 06
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Februari 1999, telah dinazegelen serta bermeterai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan
tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX/SKL/TG/IX/XXXX yang dikeluarkan
oleh Kepala Lingkungan Tuban Griya, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung tanggal 01 September 2019. Bukti tersebut telah diberi
meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Saksi tersebut di persidangan
telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2
orang anak;

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tuban
Griya;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun
sejak 2 tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
namun Penggugat sering bercerita tentang masalah rumah tangganya
dengan Tergugat, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat
sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang
lebih sejak satu tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan
rumah;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi

dan tidak diketahui keberadaannya;
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- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun
tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup
rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Handycraft,
tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Saksi tersebut di
persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah
mempunyai 2 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di Tuban
Griya;

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan
Penggugat, Penggugat mengetahuinya saat ada orang yang datang untuk
menagih hutang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang
lebih sejak 1 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan
rumah;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang
hingga saat ini dan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun
tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup
rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun
lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai

dari Tergugat serta mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi
wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri
di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh
karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur
pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sabagai wakil atau
kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan
oleh suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor
01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah
hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat, karena sejak bulan Juni 2018 kehidupan rumah tangga

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat
jarang memberi nafkah, hingga puncaknya sejak bulan Februari 2019
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi
meninggalkan rumah, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi diketahui
keberadaannya hingga saat ini, Penggugat sudah pernah berupaya mencari
keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat
tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut
hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat
ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari
perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana
kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani
pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa
fotokopi bermeterai cukup serta telah diperlihatkan aslinya, maka Majelis
Hakim menilai bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat
(3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif
Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan
Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) adalah merupakan
akta otentik, sehinggga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk, maka telah terbukti Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan
Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai
pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in yudicio dalam perkara
a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat
Keterangan, secara materil bukti tersebut membuktikan Tergugat telah pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 19 Februari 2019 dan
hingga sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah
mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan
sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan
oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah
sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana
yang diatur dalam undang-undang (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat
diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam
persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua saksi
mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai
2 orang anak, saksi pertama tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis berdasarkan cerita dari Penggugat sejak 2 tahun yang lalu yang

penyebabnya karena Tergugat berhutang tanpa sepengatahuan Penggugat.
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Sedangkan saksi kedua tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
terjadi pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu, saksi sering melihat Penggugat
dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat berhutang tanpa
sepengetahuan Penggugat. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan saat ini Tergugat tidak
lagi diketahui keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan

Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua saksi telah berusaha menasihati

Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi
tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta
berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan
dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat

bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut

di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi

pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan

Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta yang selanjutnya ditetapkan

sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1
tahun yang lalu hingga sekarang dan Tergugat tidak lagi diketahui
keberadaannya;

- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun
tidak berhasil;

- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun

kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang
rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (broken marriage) karena telah terjadi
pertengkaran dan perselisinan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan
Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman
Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan
kondisi yang demikian terlebih di persidangan Penggugat telah menunjukkan
tekadnya yang kuat ingin bercerai dari Tergugat dan tidak ingin kembali rukun
bersama Tergugat, dan terlebih lagi telah terjadi perpisahan antara Penggugat
dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu, jika dibiarkan akan menambah madharat
bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat
Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari
kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara
keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah figih yang terdapat
di dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil
alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

cliad) Cla e atie auliall ¢ 5
Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz I
halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
berbunyi:

O 3osdad) a5 dxe Bl Lae £I0Y) (IS5 7550 Gl sie ) ) A3l Ay (il sl lalsen g 1)
Al 4alla gills Legiy 25ua) e (oaldl) Jac 5 Lagllial
Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri

atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak
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dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan
Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh
dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi
rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup
beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka
biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 556.000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan
pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal
19 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.l., S.Pd.Si.

sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.l. dan Hapsah, S.H.l. masing-
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masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Istigomah Malik, S.H.l. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Ema Fatma Nuris, S.H.I. Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Istigomah Malik, S.H.I.

Rincian biaya perkara
1. Biaya pendaftaran :Rp 30.000,-

2. Biaya adminstrasi :Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan :Rp 460.000,-
4. Biaya redaksi :Rp 10.000,-
5. Biaya materai :Rp  6.000,- +
Jumlah : Rp 556.000,-

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
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